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HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJAL ENGKA
HOMOR 7 TAHUM2017

TENTANG

LM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DI (FAUD)
TAMAN KANAK-KANAIC (TK ) DHARAMA WANITA
DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANG! KABUPATEN MAJALENGHA

HEPALA DINAS PENDIDIXAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang & babws memperhatikan surat Fepala Taman Kanak-Kanak [TK] DHARMA
WARH A Desa Ciborelang Kecamalan Jatiwangi Kabupaten Maisisngka Nomor
S2T TUETIDWARAT tanggal 23 Januan 2017 perihal  Permohanan
PempanEngan fin Operasional, sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
fecamalan Jatiwangi Nomor 421/25-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januar 2017
sefia  benlasarkan  hasl  verfikasi Administrasi oleh  Tim Verifikasi
Fenyelenggarsan  Pendidikan Anak lsia Dini (FAUD) Dinas Pendidikan
Habupaten Majalengka.

b bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan b serla sesuai dengan
wefeniuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang perdu  diferbitkan izin penyalenggansan
Pundidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK} DHARMA

ANITA Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalenpka yang
ditetapkan dengan Kepuiusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Menginnal - b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19850 lentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Prvinsi Jawa Barat (Berita Negara Repubfik
indonesia Tahun 1950), sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang
Momor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakara dan
fabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Momaor 14 Tahun 1950
‘eniang Pembentukan Daerab-Daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Heral (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1068 Momor 21,
Feamibahan Lembaran Negara Republit Indonesia Momor 2851);

Jrdang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenlang Sistem Pendidikan Nasional
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301)

Lo Undang-Undang Memor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kall ferakhir dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



il

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standar Masiongl
Pendddikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
lembahan Lembaran Negara  Republk  Indonesia  Momar 44596)
sebanaimana leiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratursn Pamerintah
oo 13 Tahun 2015 lenlang Perubahan Kedua alas Peraturan Pemeniniah
Motz 1 Tahun 2005 tenang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Megara
Hepudlik Indonesis Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Hegara
Republi Indonasia Momor 5670);

Ferairan Pemerinizh Nomor 38 Tabun 2007 Tentang Fembagian Unusan
Pemenintah antara Pemerinlab, Pemerinlah Daersh Provinsi dan Pemerintzh
Kabupalen'eta  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007
Homor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4737);

Permluran Pemenntah Nomor 41 Tehun 2007 Tentang Organisasi Ferangkat
Hoersh (Lembaran Negars Repubfik Indonesia Tahun 2007 Momor 89,
Tembalian Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4750):

Peralan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
\Lembaran Megara Republik Indoresia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
~ombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraluran Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 lentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
070 Momer 23, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tabun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintzh Nomer 17 Tahun 2010
eniany Pengelolazn dan Fenyelenggaraan  Fendidikan {Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Repubdk Indonesia Nomer 5157);

Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
20049 Tenlang Slandar Pendidikan Anak Lisia Dini:

Pemturan Menlen Pendidikan dan Kebudayaan Reputdik Indonesia Nomor 81
ahun 2013 Tentang Pendimian Salusn Pendidikan Monformal (Berita Megara

Hepubik ndonesia Tahun 2013 Nomaor 877); sebagaimana tefah diubash dengan

Vermiliian Menten Pendidikan dan Kebudayaan Repubdik indonesia Nomor 54
Tahun 2014 lentang Pendiian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Megars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Ferluran Daerah Kabupaten Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tentang
Unizan Pemerintah Daerah  Kaobupaten  Majalengka  [Lembaran  Dasrah
Habupolen Majalengka Tahun 2008 Momor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Momor 1);

Pemiuran Daerah Kabupalen Majalengka Momor 10 Tahun 2009 Tentang
Urganisasi Perangkal Daerah Kabupalen Majalengka (Lembaran Daersh
Habupaten Majalangka Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Deersh Kabupaten Majalengka Nomor B Tahun 2011
Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daersh
Kabupalen Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

MEMUTUSKAN

Membenkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA Desa Ciborelang  Kecamatan Jatiwangi
Kabupaten Majalengka dengan kelentuan sehagai berikut :

1. Menlaal Peraturan Penmdang-Undangan yang beraky;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Bedajar Mengaiar dan Kurkulum yang
degunakan mengihuti petunjuk dan aturan yargg beraku.

<. Penyelenggara berkewafiban  menyampaikan  laporan  tertulis mengenai
pediwmbangan lembaga selisp bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
rabupalen Majalengka;

. oegala Tasililas dan kedengkapan yang menjadi syaratikelancaran berdinnya
Lembagz Pendidikan Anak Usian Dini {FAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi langgungiawab YayasanPenyolenngara.

izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bedahu selama memenuhi
kelentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila lefjadi pelanggaran lemhadap
ketentuan-kotenivan  pelaksanaan penyelengaraan  Taman  Kanak-Manak (TK)
tersebut, maka izin penyelenpgaraan Taman Kanak-Kanak {TK) i akan dicabut.

e

Uengan bedakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 83 TAHUN 2014 tanggal ¥ Aprl 3012 dicabut dan
dinyatakan iidak beriaku.

Hepulusan ini beraku sejak lanogal ditetapkan dengan kelentuan apabila
dikernmudian har terdapat kekeliruan dan alau kesalahan didalamaya akan diadakan
perbaikan alau perubahan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 2L ot 2o

1. ¥lh. Bupati Majalengka;

2. Ylh. Direktur Pembinaan PAUD Dijen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarla;
3. Y. Kepala Dinas Pendidikan Provingi Jawa Baral di Bandung:

4. YIh. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi.



